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Lampiran 1 . Pedoman Wawancara  

A. BAGAIMANA STRATEGI KOMUNIKASI HUMAS KANTOR 

PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA MAKASSAR 

DALAM MEWUJUDKAN PENYEBARAN INFORMASI KEPADA 

PUBLIK  

1. Bagaimana peran humas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

Kota Makassar dalam mewujudkan penyebaran informasi kepada publik? 

2. Bagaimana keterkaitan tupoksi antara humas Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang Kota Makassar dengan PPID Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Kota Makassar ? 

3. Bagaimana pembagian tugas dari tim humas dan PPID Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Kota Makassar dalam mewujudkan 

penyebaran informasi kepada publik? 

4. Seberapa penting strategi komunikasi yang dilakukan oleh humas dalam 

mewujudkan penyebaran informasi kepada publik 

5. Bagaimana kondisi Keterbukaan Informasi Publik terkhusus dalam hal 

penyebaran informasi kepada publik Kantor Pelayanan Kekayaan Negara 

dan Lelang Kota Makassar pada tahun 2020,2021,2022. Apakah ada 

perbedaan yang signifikan atau terdapat kendala yang menjadi tantangan 

dalam proses penyelesainnya. 

6. Apa saja output yang dihasilkan dalam implementasi penyebaran 

informasi kepada publik? 

7. Seberapa penting feedback masyarakat dalam penerimaan informasi 

publik yang diterima terhadap reputasi pKantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang Kota Makassar? 

8. Permasalahan ketidaktahuan masyarakat akan jenis informasi publik yang 

bisa dibagikan dan media yang digunakan apakah disebabkan oleh Internal 

dalam hal ini Humas dan PPID Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan 

Lelang Kota Makassar? 



128 
 

 
 

9. Pada tahun 2022 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota 

Makassar meraih penghargaan “pengelola humas terbaik” di tingkat 

Kanwil Sulseltarbar. Bagaiamana strategi komunikasi yang dilakukan?  

10. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Makasar mengelola 

secara aktif platform media sosial (website, Instagram,Facebook, Twitter 

dan Youtube) sebagai wadah penyalur informasi. Bagaimana penentuan 

penggunaan media sosial tersebut? Apakah memiliki ketentuan tertentu 

dalam pemilihannya? 

11. Bagaimana alur proses penyebaran informasi publik yang dilakukan oleh 

humas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Makassar? 

12. Bagaimana alur proses penyebaran informasi publik yang dilakukan oleh 

humas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Makassar? 

13. Apakah dalam proses penyebaran informasi kepada publik, staff humas 

terlebih dahulu menentukan target khalayaknya? Bagaimana humas Kantor 

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Makassar menentukan 

segmentasinya? 

14. Siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan penyebaran informasi 

kepada publik? 

15. Siapa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan penyebaran informasi 

kepada publik? 

B. APA FAKTOR PENGHAMBAT HUMAS KANTOR PELAYANAN 

KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA MAKASSAR DALAM 

MEWUJUDKAN PENYEBARAN INFORMASI KEPADA PUBLIK  

1. Apa faktor penghambat yang dialami Humas Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang Kota Makassar dalam mewujudkan penyebaran 

informasi kepada publik? 

2. Apa faktor penghambat yang dialami Humas Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang Kota Makassar dalam mewujudkan penyebaran 

informasi kepada publik? 
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B. APA SAJA FAKTOR PENDUKUNG HUMAS KANTOR PELAYANAN 

KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA MAKASSAR DALAM 

MEWUJUDKAN KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PUBLIK  

1. Apa saja faktor pendukung yang dimiliki humas Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Kota Makassar dalam mewujudkan 

penyebaran informasi kepada publik? 

2. Apa saja bentuk pendukung yang dimiliki humas Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Kota Makassar dalam mewujudkan 

penyebaran informasi kepada publik 
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Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian 

 

Kegiatan pelayanan informasi publik melalui Area Pelayanan Terpadu  

Sumber: Data Primer,2024 

 

 

Portal Website sebagai Media Penyalur Informasi Publik 

Sumber: Website KPKNL Makassar 
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Rilisan Berita Informasi Publik terkait Kinerja KPKNL Makassar 

Sumber: Website KPKNL Makassar  

 

  

Konten Video Instagram Sebagai bentuk Informasi Publik 

Sumber: Instagram KPKNL Makassar 
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Konten Grafis Sebagai Bentuk Informasi Publik  

Sumber: Instagram KPKNL Makassar  
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Wawancara Bersama Ibu Fatimah Selaku Humas KPKNL Makassar 

Sumber: Data Primer, 2024 

 

Wwancara Bersama Ibu Muliana selaku PPID KPKNL Makassar 

Sumber: Data Primer, 2024 
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Wawancara Bersama Bapak Gusnadi Selaku Kepala Seksi Hukum dan 

Informasi KPKNL Makassar 

Sumber: Data Primer, 2024 

 

 


